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ABSTRAK

Hukum perburuhan adalah hukum fungsional, memiliki sifat publik dan privat. Salah satu sisi publik dari hukum
perburihan adalah hukum pidana. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan sanksi pidana
perburihan sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi buruh. Metode yang digunakan untuk membahas
masalah kajian ini adalah yuridis normatif dengan statute approach. Hasil dari kajian ini adalah adanya
kekaburan pengaturan substansi dan prosedur pada sanksi perburuhan. Kekaburan pada subyek hukum yang
dapat diancam sanksi pidana perburuhan. Kekaburan pada obyek hukum atas suatu perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana perburihan serta belum sesuainya sanksi pidana perburuhan dengan
kualitas perbuatan dikaitkan dengan keadilan substansi. Kekaburan pada prosedur, terlefak pada lembaga yang
berwenang untuk melakukan penegakan sanksi pidana perburuhan. Kekaburan pada pengaturan sanksi pidana
perburihan  berakibat pada lemahnya penegakan sanksi pidana perburuhan. FPengaturan sanksi pidana
perburihan belum memberikan jaminan perlindungan hkum bagi buruh.

Kata kunci

Perlindungan hukum, keadilan substansi, sanksi pidana perburtthan.

A. PENDAHULUAN

Hukum perburuhan adalah hukum fungsional, memiliki sifat publik dan privat. Sifat privat hukum
perburuhan terletak pada perjanjian kerja yang melandasi terjadinya hubungan kerja. Tunduk pada teori hukum
kontrak. Sifat publik dari hukum perburuhan adalah adanya peran negara dalam penyelenggaraan perlindungan
hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Peran Negara diwujudkan dalam bentuk campur tangan Negara dalam
pembuatan peraturan, pengawasan terhadap aturan hukum perburuhan serta penegakan hukum perburuhan di
masyarakat. Perlindungan hukum perburuhan diwujudkan dalam bentuk peraturan dan penegakan hukumnya.

Makna perlindungan hukum menncakup dua aspek. vaitu asas Negara hukum dan jaminan hak asasi
manusia. Penerapan asas Negara hukum adalah adanya aturan Hfkum yang memberikan kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan. Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua
kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan
dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (vang diperintah). terhadap
pemerintah (vang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan
hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi
pekerja terhadap pengusaha. Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua hal yaitu prinsip
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip negara hukum. Prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi pekerja saat ini merupakan konversi hak-hak
manusia vang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum /positif .' Permasalahan pokok perlindungan hukum bagi
buruh sewamya ada dua, yaitu :

a. Peraturan perundang-undangan harus secara tegas memberikan petunjuk tentang hak-hak dan kewajiban
dari pihak pekerja maupun majikan (pengusaha).

1 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya,
filan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pemb kan per trasi), Peradaban,
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b. Aparat penegak hukum harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugasnya tanpa
pandang bulu, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan keadilan .2

Salah satu sisi publik dari hukum perburuhan adalah hukum pidana. Sanksi pidana perburuhan tersebar
dalam berbagai peraturan. Pengaturan sanksi perburuhan masih menimbulkan multiinterpretasi. Masyarakat
masih belum memahami bahwa hukum perburuhan mempunyai aspek public, pidana. Seringkali perkara
perburuhan hanya dimaknai dari sisi privat yaitu hubungan kerja. Ketika ada perbuatan vang memenuhi unsur
dari aturan vang dilarang oleh undang-undang, seharusnya sejak saat itulah hukum pidana perburuhan harus
ditegakkan. Sayangnya penegakan sanksi perburuhan masih lemah. Sebagai contoh, adanya tindakan yang
menghalang-halangi dibentuknya serikat buruh®, maka sudah sepatutnya Negara melakukan penyidikan lebih
lanjut tentang telah dipenuhinya unsur pidana perburuhan. Baik ada pengaduan dari korban atau tidak adanya
pengaduan.Apabila ada pengusaha yang tidak memberikan upah minimal UMK kepada buruhnya sudah
sepatutnya, pengusaha mendapat sanksi pidana.’ Menjadi kewajiban dari Negara untuk menciptakan rasa aman
bagi warga negaranya, termasuk rasa aman bagi subyek hubungan kerja. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis
apakah pengaturan sanksi pidana perburuhan sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi buruh.

B. METODE PENELITIAN

Metode vang digunakan untuk membahas masalah kajian ini adalah yuridis normatif dengan sfafufe
approach..

C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan sanksi pidana perburuhan

Hukum perburuhan adalah hukum vang mengatur tentang hubungan antara burub/pekerja dengan
pemberi kerja, dimana obyeknya adalah pekerjaan. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja.
Perjanjian kerja yang dibuat sebagai dasar terjadinya hubungan kerja, haruslah memenuhi syarat materul dan
formil. Hukum perburuhan adalah hukum fungsional yang mempunyai sis privat dan public. Salah satu sisi
public adalah terdapatnya unsur hukum pidana di dalam hukum perburuhan apabila dalam hubungan kerja
terdapat tindakan yang mencocoki larangan dalam suatu undang-undang. Ciri utama dari hukum pidana adalah
adanya saksi pidana.

Sanksi pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan kepada seseorang yang bersalah
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. ABhnya sanksi tersebut bertujuan agar orang tidak akan
melakukan tindak pidana lagi. Sanksi pidana perburuhan adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan
kepada seseorang vang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum perburuhan. Adanya sanksi
tersebut bertujuan agar orang tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Ada tidaknya unsur pidana perburuhan
haruslah melalui proses peradilan. Tidak dapatlah salah satu pihak menyatakan bahwa pihak yang lain telah
melakukan tindak pidana. Putusan ada tidaknya pidana perburuhan terletak pada putusan hakim. Proses peradilan
pidana perburuhan tidak harus memerlukan adanya pengaduan dari seseorang. Ada tidaknya pengaduan dari
seseorang seharusnya sudah menjadi kewajiban Negara untuk melakukan proses hukum. Menjadi tugas dari
kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Pengaturan sanksi pidana perburuhan tersebar ke beberapa peraturan perundang-undangan. Penegak
hukum haruslah cermat dalam menerapkan aturan sanksi pidana perburuhan. Interpretasi sistimatis harus
diterapkan sejak awal proses hukum. Penerapan sanksi pidana perburuhan merupakan implementasi
perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada buruh. Bentuk perlindungan hukum bagi buruh/pekerja
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003disebut dengan perlindungan yang diatur dalam Bab X vyang meliputi
penvandang cacat (Pasal 67); Anak (Pasal 68-Pasal 75). Perempuan (Pasal 76); Waktu Kerja (nal 7).
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 86- Pasal 87). Hak pekerja yang terdapat di dalam UU No. 13 Tahun
2003, dibedakan antara hak tenaga kerja dengan hak pekerja/ buruh. Yang menjadi hak tenaga kerja meliputi :

2 Indiarso dan Mj Saptenno. 1996. Hukum perburuhan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Karunia, Surabaya, hlm. 52
http://www lensaindonesia.com/2013/09/16/sidang- eradilan-polda-jatim-dikawal-puluhan-buruh.html,
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diakses tanggal 10 September 2013

4 http://disnakertransduk jatimprov.go.id/majalah-sdm-plus/78-edisi-148-april-2013/872-ma-hukum-pelan ggar-
umk. diakses tanggal 10 September 2013
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Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

(Pasal 5)

b. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atan mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).

¢. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja vang
di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di
tempat kerja (Pasal 18 ayat (1)).

d. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau

pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).

Yang menjadi hak pekerja meliputi :
a.  Setiap pekerja’/buruh berhak memperoleh perlakuan vang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
(Pasal 6).

b. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan
kesehatan kerja; moral dan kesusilaan: dan perlaknan vang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama. (Pasal 86).

¢ Setiap pekerja’buruh berhak memperoleh penghasilan yvang memenuhi penghidupan vang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).

d.  Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (Pasal 99
avat (1) ).

e. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 104
avat(1)).

f.  Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah,
tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal 137).

Hak buruh yang tercantum dalam aturan di atas adalah bersifat perlindungan hukum. Maknanya apabila
ada hak tersebut vang dilanggar. maka buruh berhak mengajukan tuntutan/ c/aim. Negara mempunyai kewajiban
untuk menjamin terlaksananva hak itu. Oleh karena itu negra mengimplementasikan hak buruh dalam
perlindungan vang bersifat larangan. Adanya sanksi pidana dalam setiap perbuatan yang dirumuskan sebagai
tindak pidana perburuhan.

Pengaturan sanksi pidana perburuhan tcrscl'a. diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan .mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang g nempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

Dalam UU No. 21 Tahun 2000, misalnya terdapat ancaman sanksi pidana penjara selama 1-5 tahun dan
denda 100 juta sampai 500 juta rupiah bagi pihak yang menghalang-halangi buruh untuk membentuk atau tidak
membentuk, menjadi atau tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh (Pasal 28 jo 43).

Apabila dilakukan pengkajian terhadap ketentuan sanksi pidana perburuhan di atas, mengandung
kelemahan, diantaranya yaitu :

a.  Subyek sanksi pidana perburuhan masih kabur, menimbulkan multi interpretasi tentang siapa subyek
hukum yang seharusnya bertanggungjawab, yaitu:

(1) Pasal 28 UU 21/2000, tanpa menunjukkan subyek hukum tertentu yang perbuatannya memenuhi
unsur Pasal 28, akan berdampak menimbulkan interpretasi :

- Hanya pengusaha saja (Pasal 1 angka 7 UU 21/2000 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 15 UU
13/2003);

- Semua pemberi kerja (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 1 angka 14 UU 13/2003); atau

- Siapapun : semua orang (baik naturlijk person atau recht person) yang terikat hubungan kerja
atau tidak terikat hubungan kerja




- Kekaburan antara siapa yang wajib bertanggung jawab atas tindak pidana perburuhan antara
pengusaha atau pemberi kerja terjadi disemua lingkup pengaturan hukum perburuhan, misalnya
pelanggaran upah.

(11) Pasal 59 jo. Pasal 60 jo Pasal 78 UU 21/2002 harus diinterpretasikan secara sistematis dengan Pasal
74 jo Pasal 183 UU 13/2003 jo Pasal 68, 69 (2) jo Pasal 185 UU 13/2003. Subyek hukum yang
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi setiap orang vang melakukan atau mengetahui
dan sengaja membiarkan. Jadi meliputi pelaku langsung atau tidak langsung.

(ii1) Sanksi pidana dalam UU 39/2004 ditujukan pada pelaksana penempatan TKI. seolah permasalahan
TKI hanyalah tentang hal keperantaraan saja. Seharusnya substansi problem TKI adalah hubungan
kerja antara TKI vang warga Negara Indonesia bekerja pada orang vang berada di Negara lain (vang
mempunyai aturan hukum sendiri). Seharusnya tanggung jawab itu mutlak pada Negara/pemerintah
yang belum mempunyai perjanjian bilateral.

b.Obyek sanksi pidana perburuhan masih menunjukkan diskriminatif antara pengusaha/pemberi kerja dan
buruh/pekerja, vaitu:

(i) Pasal 28 UU 21/2000, rumusan “...intimidasi ... kampanye..” masih bersifat terbuka, seharusnya
harus diunterpretasikan secara substansi dengan penekannan tujuan akhir dan setiap tindakan adalah
penghilangan hak berserikat.

(i1) Pasal 59 jo. Pasal 60 jo Pasal 78 UU 21/2002 jo. Pasal 74 jo Pasal 183 UU 13/2003 jo Pasal 68, 69
(2) jo Pasal 185 UU 13/2003, penegenaan sanksi pidana akan menjadi sangat ringan. Mengingat
terdapat asas dalam hukum pidana yaitu “terhadap pelaku tindak pidana dikenakan sanksi yang
paling menguntungkan™ Jadi strafmaxima dapat disimpulkan hanya Penjara 1 tahun, dan/atau denda
Rp. 100juta rupiah

(ii1) Pasal 90(1) jo Pasal 93 (2) jo Pasal 78 (1) (2) UU 13/2003 mengenai upah, akan timbul ketidak
adilan substansi dengan sanksi kumulatif pidana vang sangat ringan yaitu kurungan | bulan dan/atau
denda Rp. 10 juta rupiah, apabila dilakukan oleh pengusaha vang mempekerjakan buruh relative
banyak. Apabila dikaji lebih jauh telah memenuhi unsur kerja paksa karena melakukan suatu
pekerjaan tidak atas kesukarelaan.

(iv) Sanksi pidana 12 (1) jo 122, 22 (1) jo 122, 47 (1) jo 122, 47 (3) jo 122, 90 (2) jo 122, 91 (1,3) jo 122
UU 2/2004 sangat ringan, dengan straffminimum kurungan lbulan, dan/atau denda Rp. 10juta
ripiah. Permasalahan substansi PHI sebenamnya pada kompetensi absolute yang menetapkan
perselisihan PHK. Implementasi adanya perselisihan phk, ketika ada pelanggaran normatif yang
menjadi kategori pidana perburuhan akan mudah direkayasa dengan mengalihkan sebagai bentuk
perselisihan phk, melupakan adanya pidana perburuhan.

c¢. Prosedur sanksi pidana perburuhan masih kabur, menimbulkan multiinterpretasi tentang lembaga yang
berwenang untuk melakukan penegakan sanksi pidana perburuhan, yaitu:

(i)  Pasal 28 UU 21/2000, adalah lingkup pidana perburuhan, maka kepolisian harus segera melakukan
penyidikan dan penyelidikan apabila diyakini ada bukti awal atas dugaan dilakukannya perbuatan
union busting, baik didasarkan ada atau tidaknya pengaduan. Selanjutnya dilakukan proses hukum.

(i) Menjadi kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum untuk melakukan
proses hukum pidana perburuhan. Hal ini sekaligus menjawan problem yang muncul kemana upaya
hukum akan dilakukan apabila ada pelanggaran pidana perburuhan (PHI, PTUN ataukah PN).

2. Penegakan sanksi pidana perburuhan

Penegakan sanksi pidana perburuhan sangat dipengaruhi oleh ketidak pastian pengaturan jenis pidana
dan sanksi pidana perburuhan. Implementasi pengaturan sanksi pidana perburuhan, akan berpengaruh pada
keadilan substantif. Penegak hukum akan dengan mudah menetapkan ada tidaknya unsur pidana perburuhan
hanya dengan melihat sisi kebenaran formal atas suatuperistiwa hukum. Kasus pelanggaran tidak dibayamya
upah minimal UMK masih menjadi perdebatan, masuk lingkup perselisihan hak ataukah ada unsur pidana.
Meskipun etrhadap hal ini sudah ditetapkan dalam UU 13/2003 sebagai tindak kejahatan dengan ada sanksi
pidana. Putusan hakim terhadap kasus pelanggaran upah minimum bervariasi. Ada yang diputus pengusaha
bersalah, tetapi hanya dengan hukuman percobaan tanpa denda (PN Surakarta). ada yang menghukum pengusaha




dengan penjara dan denda. Pengusaha UD Terang Suara Elektronik, Tjio Christina Chandra Wijaya, dengan
hukuman kurungan penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp100 juta.’

Kasus unionbusting, terhadap dugaan tindakan menghalang-halangai terbentuknya serikat buruh, masih
terbatas pada penyidikan yang didasarkan pada syarat formal. Pasal 5 ayat (2) UU 21/2000 adalah bertentangan
dengan Pasal 7 Konvesi ILO No. 87. Kurangnya pemahaman bahwa hukum perburuhan adalah hukum
fungsional serta harus lebih dimaknai secara universal, mengakibatkan adanya kecenderungan hakim untuk
memutus perkara perburuhan dari sisi privat saja. Ketika ada pelanggaran pidana perburuhan, aparat penegak
hukum seolah enggan untuk menegakkan aturan hukum vang sudah ada. Dianggapnn va kasus pidana
perburuhan sebagai murni hubungan industrial. Unsur public diabaikan. Kasus ditolaknya gugatan praperadilan
oleh buruh CJ Feed Jombang (group dari Samsung) pada tanggal 19 September 2013 dalam perkara permohonan
Praperadilan No. 19/Paper/2013/PN.Sby atas Penectapan Penghentian Penyidikan No
$.Tap/36/V/2013/Ditreskrimsus dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No SPPP/36/V/2013/Ditreskrimsus ¢
merupakan implementasi dari kurangnya pemahaman hakim atas sifat public dari hukum perburuhan. Hakim
hanya memperhatikan sisi kebenaran formal atas jumlah minimal membentuk serikat buruh adalah 10 orang
(Pasal 5 avyat (2) UU 21/2000). Hakim sama sekali tidak memperhatikan Kepres No 83/1998 yang secara
substansi berisi ratifikasi Konvensi ILO No. 87 vang seharusnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari UU
21/2000, yang melarang suatu Negara menjadikan pencatatan sebagai syarat sah secara hukum atas suatu serikat
buruh. Laporan adanya tindak pidana kejahatan hak berserikat dengan adanya tindakan intimidasi, mutasi, PHK
terhadap buruh vang melaksanakan hak berserikat sama sekali tidak menjadi pertimbangan putusan penolakan.
Seharusnya kepolisianlah yang berkewajiban melakukan perlindungan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana
perburuhan.

Selain itu, dalam kasus CJ Feed. terdapat pemahaman yang salah tentang outsourcing. Outsourcing
diatur dalam Pasal 64-66 UU 13/2003 adalah bertentangan dengan konsep hukum hubungan kerja. Pengaturan
outsourcing dalam hukum positif telah melanggar teori tentang outsorcing yang hanya terbatas pada outsourcing
pekerjaan. Outsourcing pekerja adalah bentuk dari modem slavery. Kurangnya pemahaman bahwa hukum
perburuhan juga mengandung terapan dari ilmu ekonomi, masih jauh dari harapan. Dalam kasus CJ Feed. adanya
pengurangan jumlah anggota serikat buruh yang tidak pernah memperoleh nomor pencatatan disebabkan adanya
sop dari depnaker, vang menyatakan buruh outsourcing tidak berhak membentuk serikat buruh di perusahaan
pemberi pekerjaan. Hal ini terungkap dalam sidang praperadilan tanggal 16 September 2013. Seharusnya Negara
tidak berhak untuk menentukan jenis pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan. Itu adalah hak mutlah pemberi
kerja. Pemahaman vang kurang berwawasan global telah mengakibatkan hilangnya hak berserikat. Tidak
diperolehnya atau tidak ada akses untuk mendapatkan hak dasar buruh berdasar core convention adalah bukti
bahwa penegakan sanksi hukum perburuhan masih terbatas pada keadilan formal, belum mengarah pada
keadilan substansif. Seharusnya adanya suatu aturan hukum pidana perburuhan mampu memberikan kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan.

D. PENUTUP

Pengaturan sanksi pidana perburuhan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi buruh. Terdapat
kekaburan pengaturan substansi dan prosedur pada sanksi perburuhan. Kekaburan pada subyek hukum yang
dapat diancam sanksi pidana perburuhan. Kekaburan pada obyek hukum atas suatu perbuatan yvang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana perburuhan serta belum sesuainya sanksi pidana perburuhan dengan kualitas
perbuatan dikaitkan dengan keadilan substansi. Kekaburan pada prosedur, terletak pada lembaga yang
berwenang untuk melakukan penegakan sanksi pidana perburuhan.
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